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Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait
sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan
dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu
Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah
halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana
kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan)
menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
Penelitian yang menggunakan metode Yuridis Normatif ini menyimpulkan bahwa ditemukan
adanya ketidaksinkronan di antara Perdirjen KN No. 5/KN/2017 dengan aturan yang secara
vertikal berada diatasnya. Di samping itu, Penulis menyarankan agar peraturan yang
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara tersebut dapat disempurnakan kembali
melalui penerbitan suatu surat edaran atau amandemen terhadap Perdirjen KN No.
5/KN/2017.

Kata kunci: Kutipan Risalah Lelang, Sinkronisasi, Perdirjen KN

1. Pendahuluan

Perubahan terhadap salah satu dokumen lelang yaitu Kutipan Risalah Lelang yang
dibuat dan diterbitkan oleh seorang Pejabat Lelang berdasarkan kebijakan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (“DJKN”) serta
ditetapkan melalui Peraturan Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang (“Perdirjen KN
No. 5/2017) seharusnya tetap berpedoman pada aturan Undang-undang Lelang (“Vendu
Reglement”) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
27/PMK.06/2016 (“PMK No. 27/2016”). Hal tersebut dikarenakan Vendu Reglement dan
PMK No. 27/2016 telah menetapkan minimum persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi dalam pembuatan dokumen-dokumen lelang oleh Pejabat Lelang agar dapat
dikatakan sebagai akta autentik.

Pada awal permulaan lelang diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di
wilayah Republik Indonesia, Kutipan Risalah Lelang dikenal dengan sebutan Kutipan
Berita Acara yang mana dokumen tersebut diatur melalui Peraturan Penjualan di Muka
Umum di Indonesia atau dikenal dengan sebutan Vendu Reglement - Ordonantie 28
Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali mengalami
perubahan, terakhir dengan Staatsblad 1941:3. Pada saat diberlakukannya peraturan
tersebut pada tanggal 1 April 1908, Kutipan Berita Acara didefinisikan secara implisit
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pada Pasal 42 alinea pertama Vendu Reglement. Dokumen Kutipan dikenal sebagai
sebuah dokumen yang diautentikan berkaitan dengan penjualan terhadap objek lelang
dan diterbitkan hanya kepada pihak yang berkepentingan oleh Juru Lelang®. Penerbitan
dokumen tersebut juga bukan merupakan suatu kewajiban bagi Juru Lelang, melainkan
didasarkan pada permintaan pihak-pihak tertentu.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, Vendu Reglement
dianggap tidak cukup untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi dalam
pelaksanaan lelang di Indonesia, sehingga Menteri Keuangan Republik Indonesia
menerbitkan sebuah petunjuk pelaksanaan lelang yang pertama di tahun 19992 dan telah
mengalami beberapa pergantian dan perubahan, terakhir melalui PMK No. 27/2016.
Adapun awal mula dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan lelang tersebut didasarkan pada
pertimbangan suatu kebutuhan untuk menyempurnakan ketentuan lelang lebih sederhana
dan sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga lebih mudah dipahami.® Inovasi
terhadap pelaksanaan lelang itu sendiri tidak berhenti sampai dengan terbitnya petunjuk
pelaksanaan lelang saja. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dari Pasal 96 PMK No.
27/2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui DJKN mengeluarkan
aturan lebih spesifik untuk menyempurnakan pembuatan Risalah Lelang melalui
Perdirjen KN No. 5/2017 yang diberlakukan pada tanggal 16 Juli 2017.

Pemberlakuan Perdirjen KN tersebut menciptakan sebuah terobosan pada dunia
lelang di Indonesia, khususnya terkait dengan penerbitan Kutipan Risalah Lelang oleh
seorang Pejabat Lelang Kelas I maupun Kelas Il. Dokumen Kutipan yang diatur
berdasarkan Vendu Reglement maupun PMK No. 27/2016 memiliki jumlah halaman
yang sama dengan Risalah Lelang itu sendiri berubah secara drastis menjadi hanya
berjumlah tiga hingga empat halaman saja. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan
apakah dokumen Kutipan menurut Perdirjen KN No. 5/2017 dapat dikatakan sebagai
suatu akta autentik mengingat bentuk, isi, format dan tampilannya sangatlah berbeda dari
aturan Kutipan yang diatur dalam Vendu Reglement dan PMK No. 27/2016.

Apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), kutipan sebagai
nomina/kata benda diartikan ke dalam 4 (empat) kata yaitu “(1) pungutan; (2) petikan;
(3) nukilan; dan (4) sitat”. Selanjutnya, KBBI juga menjelaskan lebih lanjut pengertian
kutipan yang diartikan sebagai berikut: “pengambilalihan suatu kalimat atau lebih dari
karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan
sendiri”.* Sedangkan bentuk verba/kata kerja dari kutipan yaitu mengutip diartikan
dalam berbagai definisi, yang salah satunya adalah: “mengambil perkataan atau kalimat
dari buku dan sebagainya; memetik karangan dan sebagainya; menukil...”.> Dari
keseluruhan definisi yang diberikan oleh KBBI tersebut menunjukkan bahwa mengutip

Listilah Juru Lelang dipakai dalam Vendu Reglement yang pada saat ini disebut sebagai Pejabat Lelang.
Ariyani Ayu Nindita Slamet, “Aspek Hukum Pelelangan Benda Jaminan Menurut UU No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan,” Lex Crimen Vol. VI, No. 2 (Maret — April 2017), him. 138.

2 Petunjuk Pelaksanaan Lelang pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor
557/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diberlakukan pada tanggal 6 Desember 1999.
% Lihat bagian Konsideran huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.01/1999.

4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia
Dalam Jaringan”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kutipan, diakses 10 April 2019.

° Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam
Jaringan”, diakses 10 April 2019.
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ditujukan sebagai suatu kegiatan pengambilalihan terhadap sebagian dari karya tulisan
dengan tujuan untuk memberikan gambaran atas tulisan yang dibuat oleh seseorang dan
kutipan sebagai hasil dari kegiatan mengutip tersebut merupakan suatu ringkasan atas
informasi dari suatu dokumen tertentu dikarenakan dokumen yang dikutip tersebut
memiliki isi atau konten yang terlalu banyak dan rumit apabila seseorang ingin
membacanya, sehingga pembuat dokumen tersebut berinisiatif untuk membuat suatu
ringkasannya melalui sebuah kutipan.

Pengertian yang diberikan oleh KBBI tersebut di atas juga sejalan dengan definisi
Kutipan Risalah Lelang yang diatur dalam Pasal 1 angka 38 PMK No. 27/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 1 angka 3 Perdirjen KN No. 5/2017 yang
menyatakan bahwa: “Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu
atau beberapa bagian Risalah Lelang”. Namun mengacu pada bentuk, format dan
konten Kutipan Risalah Lelang yang ditetapkan oleh Perdirjen KN No. 5/2017 dapat
menimbulkan suatu keraguan terhadap dokumen tersebut yang terkait dengan fungsinya
untuk dapat menampilkan hasil pelaksanaan lelang secara menyeluruh sebagaimana
digambarkan dalam Risalah Lelang, sehingga tujuan utama dari penerbitan sebuah
dokumen Kutipan tersebut dapat terpenuhi yaitu untuk melakukan pemindahan hak
(balik nama) terhadap Objek Lelang oleh pihak Pembeli.®

Perubahan serta inovasi yang dilakukan olen DJKN dalam pelaksanaan lelang
sebagaimana digambarkan di atas, di satu sisi telah sesuai dengan semangat untuk
meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih
efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum sebagaimana
menjadi salah satu pertimbangan diterbitkannya PMK No. 27/2016. Oleh sebab itu,
faktor-faktor tersebut mempengaruhi bentuk, format serta isi dari Kutipan Risalah Lelang
yang ditujukan bagi peningkatan kualitas pelayanan lelang sehingga semakin profesional,
tertib administrasi, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra yang baik bagi
semua pihak di dalam masyarakat (stakeholder)’. Namun di sisi lain, terdapat suatu
kemungkinan bahwa bentuk, format dan konten dari dokumen Kutipan berdasarkan
Perdirjen KN No. 5/KN/2017 tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan
sebagai akta autentik.

Sifat autentisitas dari dokumen Kutipan yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang
berdasarkan Perdirjen KN No. 5/2017 telah diatur sejak awal lelang diperkenalkan di
Indonesia yaitu tercantum dalam Pasal 42 alinea pertama Vendu Reglement di mana Juru
Lelang diwajibkan untuk membuat dokumen Kutipan dalam bentuk yang autentik.
Aturan tersebut memang telah sejalan dengan ketentuan dalam Buku Keempat Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) tentang Pembuktian dan Daluarsa,
namun Kutipan Risalah Lelang yang diterbitkan berdasarkan PMK No. 27/2016 maupun
Perdirjen KN No. 5/2017 tidak mengatur secara tegas perihal status autentisitas dokumen
Kutipan yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang tersebut. Adapun bentuk autentik dari
sebuah akta/tulisan yang telah ditetapkan oleh KUHPerdata memiliki dampak yaitu
apabila terdapat penyimpangan terhadap bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka tidak dapat diperlakukan sebagai suatu akta

6 Ni Kadek Ayu Ena Widiasih dan I Made Sarjana, “Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta
Jual Beli Dalam Lelang,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana (2016), him. 3.

7 Kanwil DJKN DKI Jakarta, “DJKN Sederhanakan Peraturan Lelang”,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-berita/14111/DJKN-Sederhanakan-Peraturan-
Lelang.html, diakses 14 Juli 2019.
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autentik melainkan hanya sebuah tulisan di bawah tangan.® Ketentuan tersebut bersifat
sangat logis mengingat tujuan utama dari pembedaan antara akta di bawah tangan
maupun autentik adalah memberikan perbedaan yang sangat signifikan terhadap
penerbitan suatu akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga pihak-pihak yang
bermaksud untuk membuat perikatan dan menerjemahkannya dalam bentuk akta, dapat
mengetahui konsekuensi hukum yang timbul akibat dari setiap jenis akta menurut
KUHPerdata tersebut.

Kemungkinan lainnya yang dapat timbul adalah bentuk, format dan konten dari
dokumen Kutipan yang diterbitkan berdasarkan Perdirjen KN No. 5/KN/2017 telah
memenuhi  syarat-syarat autentisitas suatu akta namun diperlukan beberapa
penyempurnaan terhadap dokumen tersebut mengingat peraturan yang dikeluarkan oleh
DJKN tersebut tergolong dalam jenis peraturan yang baru, sehingga diperlukan
pengujian atau penelitian yang mendalam terhadap keabsahan dokumen Kutipan
tersebut, walaupun hingga saat ini belum terjadi sengketa yang timbul terkait dengan
sifat autentisitas dari Kutipan Risalah Lelang.

Sifat autentisitas dari Kutipan Risalah Lelang berdasarkan Perdirjen KN No.
5/KN/2017 yang menjadi fokus utama dari Penelitian ini adalah suatu hal yang sangat
penting dikarenakan kondisi tersebut berkaitan erat dengan penggunaan dokumen
tersebut oleh pihak Pembeli dalam melakukan pemindahan hak (balik nama) atas Objek
Lelang yang telah selesai. Sebagaimana diketahui dalam pengalihan hak atas barang-
barang, baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai akibat pelaksanaan lelang, salah
satu dokumen yang diberikan kepada pihak Pembeli adalah Kutipan Risalah Lelang
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 ayat (2) a PMK No. 27/2016. Melihat posisi
sebuah Kutipan Rislah Lelang memiliki peranan yang strategis untuk menjamin
kepastian hukum bagi dalam pelaksanaan lelang, khususnya pihak Pembeli, maka
dokumen Kutipan harus memenuhi syarat-syarat autentisitas suatu akta.

2. Pembahasan

2.1. Analisis Taraf Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang yang Diatur
Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang
Risalah Lelang dengan Vendu Reglement dan PMK No. 27/2016

Dokumen Kutipan Risalah Lelang yang dikenal dalam sistem pelelangan di
Indonesia memiliki bentuk, format dan konten yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk, format dan konten dari
dokumen ini diatur secara khusus melalui Perdirjen KN No. 5/2017. Di samping
itu, Pejabat Lelang harus mengikuti teknik pembuatan dokumen Kutipan pada
setiap pelelangan agar menghasilkan dokumen Kutipan yang memenuhi bentuk,
format dan konten sebagaimana diatur dalam Perdirjen KN No. 5/2017 tersebut.

Pada saat Risalah Lelang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Penjual,
Pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Lelang, maka pihak Pembeli mendapatkan
Kutipan Risalah Lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf a PMK
No. 27/2016. Walaupun Pembeli hanya memperoleh dokumen Kutipan Risalah
Lelang atau dokumen tersebut berbeda dari Risalah Lelang yang telah pembeli

8 Irma Devita Purnamasari, “Akta Notaris sebagai Akta Autentik”,

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-autentik, diakses
30 Maret 2019.
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tanda tangani, namun dokumen Kutipan memiliki sifat otentisitas yang sama
dengan Risalah Lelang itu sendiri. Hal ini didukung dengan ketentuan Pasal 21
ayat (1) Perdirjen KN No. 5/2017 yang menyebutkan bahwa: “Kutipan merupakan
turunan dari Risalah Lelang yang mengutip kata demi kata dari satu atau
beberapa bagian Risalah Lelang” schingga dokumen tersebut diakui sebagai
turunan dari Risalah Lelang yang hanya mengutip kata demi kata dari satu atau
beberapa bagian dari Risalah Lelang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Perdirjen
KN No. 5/2017 telah menjamin bahwa isi atau materi dari Kutipan Risalah Lelang
tersebut sama dengan Risalah Lelang walaupun bentuk dan formatnya berbeda dari
Risalah Lelang itu sendiri, di mana dokumen Kutipan bersifat sangat ringkas terdiri
dari tiga hingga empat halaman saja karena hal tersebut sesuai dengan namanya
yang memuat hasil pengutipan bagian-bagian tertentu dari sebuah Risalah Lelang.

Pasal 21 ayat (1) Perdirjen KN No. 5/2017 secara tidak langsung memberikan
kepastian hukum bagi pihak Pembeli bahwa walaupun dokumen yang
ditandatanganinya pada saat lelang telah selesai dilaksanakan di hadapan Pejabat
Lelang adalah Minuta dari Risalah Lelang namun sifat autentisitas tetap melekat
pada dokumen Kutipan tersebut.

Di samping Pasal 22 ayat (1) Perdirjen KN No. 5/KN/2017 telah menyatakan
bahwa kekuatan pembuktian antara Kutipan Risalah Lelang dan Risalah Lelang
adalah sama, Penulis juga melakukan analisis terhadap bentuk, format dan konten
Kutipan Risalah Lelang tersebut dari sudut pandang Vendu Reglement dan PMK
No. 27/2016 sebagai berikut:

2.1.1. Analisis terhadap Bentuk Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang
Risalah Lelang

DJKN menerapkan sebuah kebijakan melalui Pasal 22 ayat (2)
Perdirjen Nomor 5/KN/2017 bahwa: “Kutipan dicetak pada kertas
sekuriti”. Pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perdirjen KN No.
5/KN/2017 menentukan bahwa kertas sekuriti harus memiliki fitur-fitur
tertentu yaitu nomor seri yang terletak pada bagian kiri bawah dan logo
Kementerian Keuangan pada bagian kiri atas dari kertas Kutipan
Risalah Lelang. Di samping itu, Perdirjen KN No. 5/KN/2017 juga
memberikan contoh Kutipan Risalah Lelang untuk barang bergerak
maupun tidak bergerak yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kelas |
maupun Kelas Il yang tercantum dalam Lampiran VIII. Kertas sekuriti
ini dapat dikatakan sebagai blanko yang disediakan oleh pihak
Kementerian Keuangan dan dapat dianalogikan seperti Sertipikat
Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau Kartu
Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. Sehingga Pejabat Lelang hanya mencetak isi dari
Kutipan Risalah Lelang dari aplikasi yang telah disediakan atau
microsoft word dengan format yang telah disesuaikan pada kertas
sekuriti tersebut. Selain jenis kertas yang diatur oleh Perdirjen KN No.
5/KN/2017, bentuk Kutipan yang diperbolehkan hanyalah terdiri dari
tiga hingga empat halaman, yang mana terdiri dari sampul (cover)
Kutipan sebagai halaman pertama yang dicetak pada kertas biasa,
dokumen Kutipan Risalah Lelang itu sendiri yang wajib dicetak di atas
kertas sekuriti (security paper) sebagai halaman pertama, Syarat dan
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Ketentuan Lelang yang dicetak pada kertas biasa sebagai halaman
kedua dan lampiran dokumen Kutipan yang memuat rincian barang
yang dicetak pada kertas biasa sebagai halaman ketiga apabila
diperlukan.

Berdasarkan ketentuan mengenai Kutipan Risalah Lelang dalam Vendu

Reglement memang tidak ditentukan secara spesifik mengenai jenis

kertas yang dipergunakan maupun pembatasan terhadap jumlah

halaman dari Kutipan Risalah Lelang. Bahkan berdasarkan hasil
wawancara Penulis dengan pihak KPKNL Jakarta Il menyebutkan
bahwa produk Kutipan Berita Acara yang diterbitkan oleh Juru Lelang
berdasarkan Vendu Reglement memiliki jumlah halaman yang sama
dengan Berita Acara Lelang itu sendiri. Kondisi tersebut juga didukung
dengan Pasal 42 alinea pertama Vendu Reglement yang menyatakan
bahwa:
“Setiap orang yang berkepentingan dapat menerima salinan atau
kutipan berita cara yang diotentikkan mengenai penjualan dengan
pembayaran atas bea meterai sebesar dua gulden lima puluh sen
untuk setiap salinan atau kutipan.”

di mana Vendu Reglement tidak memberikan pemisahaan yang jelas

melalui suatu definisi tertentu antara dokumen salinan maupun kutipan,

sehingga antara Juru Lelang dapat menerbitkan salinan dan kutipan
dalam bentuk yang serupa. Kondisi yang sama juga terjadi pada saat

Kementerian Keuangan RI menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Lelang

melalui peraturan-peraturan yang telah mengalami beberapa perubahan,

yang mana terakhir diubah dengan PMK No. 27/2016. Peraturan
tersebut tidak menentukan jenis kertas dan pembatasan jumlah halaman
pada penerbitan Kutipan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang namun

PMK No. 27/2016 telah memberikan pembatasan-pembatasan diantara

dokumen-dokumen yang dapat diterbitkan oleh Pejabat Lelang melalui

definisi yang diberikan dalam Pasal 1 PMK No. 27/2016.

Oleh sebab itu, bentuk Kutipan Risalah Lelang yang telah diatur

sedemikian rupa menurut ketentuan Perdirjen KN No. 5/KN/2017

tersebut bersifat sangat ringkas apabila dibandingkan dengan Kutipan

Berita Acara menurut Vendu Reglement maupun Kutipan Risalah

Lelang menurut PMK No. 27/2016 karena didukung oleh beberapa

faktor, seperti:

1. sesuai dengan namanya, Kutipan Risalah Lelang hanya mengambil
atau mengutip bagian-bagian tertentu saja dari Risalah Lelang itu
sendiri sehingga alhasil kutipan-kutipan tersebut hanya dimuat
dalam 1 (satu) halaman;

2. syarat dan ketentuan lelang juga dikutip menjadi lebih ringkas dan
padat dalam 1 (satu) halaman, di mana syarat dan ketentuan yang
dikutip adalah aturan-aturan yang bersifat umum dari pelaksanaan
lelang; dan

3. lampiran dari Kutipan Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang
dalam rincian objek lelang yang dicantumkan dalam dokumen
Kutipan tidak dapat menampungnya sehingga dijelaskan pada
halaman lampiran ini;
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di mana terobosan yang dikeluarkan oleh DJKN terhadap bentuk
Kutipan Risalah Lelang menurut Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ini tidak
bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan di bidang
lelang yang bersifat vertikal, yakni Vendu Reglement dan PMK No.
27/2016.

Analisis terhadap Format Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang

Risalah Lelang

Selain bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan yang diterbitkan

olen Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

tersebut, format Kutipan Risalah Lelang telah diatur secara spesifik.

Pengaturan format secara spesifik ditujukan agar Pejabat Lelang dapat

membuat dokumen Kutipan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku

sehingga dapat tercapai bentuk yang ditetapkan oleh Perdirjen KN No.

5/2017. Apabila format ini tidak diatur secara spesifik dapat

menimbulkan perbedaan bentuk yang dikeluarkan oleh tiap-tiap Pejabat

Lelang yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini mengakibatkan tidak

adanya unifkasi terhadap bentuk Kutipan Risalah Lelang yang

dikeluarkan oleh Pejabat Lelang dan tidak diketahuinya standar
dokumen Kutipan itu sendiri oleh pihak lainnya.

Untuk memenuhi standar format Kutipan Risalah Lelang yang telah

ditentukan tersebut, maka setiap Pejabat Lelang harus menguasai

teknik pembuatan Kutipan Risalah Lelang terlebih dahulu sebagaimana
diatur dalam Pasal 25 dan 26 Perdirjen KN No. 5/2017 yaitu sebagai
berikut:

1. Apabila dokumen diterbitkan olen KPKNL, pada bagian baris
pertama dari kop Kutipan dibuat tulisan “KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”, diikuti dengan baris
kedua dengan tulisan “DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA”, baris ketiga dibuat tulisan kantor wilayah yang
bersangkutan dan baris keempat dibuat tulisan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bersangkutan, diketik
dengan huruf kapital, diletakkan di tengah sejajar dengan logo
Kementerian Keuangan;

2. Dalam hal dokumen Kutipan Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat
Lelang Kelas II, pada bagian kop di baris pertama tertulis “Kantor
Pejabat Lelang Kelas II” diikuti dengan nama Pejabat Lelang
Kelas Il yang bersangkutan dan baris kedua dibuat tulisan wilayah
jabatan. Tulisan tersebut diketik dengan huruf kapital, diletakkan
ditengah serta sejajar dengan logo Kementerian Keuangan;

3. penulisan nomor Risalah Lelang diketik simetris di bawah judul
“Kutipan Risalah Lelang”;

4. pengetikan pada baris pertama isi kutipan dimulai dari bagian
bawah logo Kementerian Keuangan;

5. penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas Il di atas
meterai secukupnya menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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6. dalam dokumen Kutipan atas pelaksanaan lelang barang bergerak,
pada bagian tanda tangan Penjual dan Pejabat Lelang diberikan
keterangan “ttd”;

7. dalam hal dokumen Kutipan atas pelaksanaan lelang barang tidak
bergerak, pada bagian tanda tangan Penjual, Pembeli dan Pejabat
Lelang diberikan keterangan “ttd”’; dan

8. pada bagian bawah dokumen Kkutipan, sebelum tanda tangan
Pejabat Lelang Kelas II, dicantumkan Kkata-kata “Diberikan
Kutipan kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli” dengan
mencantumkan tanggal penerbitannya.

Dengan adanya petunjuk terhadap teknik pembuatan tersebut
menunjukkan bahwa bentuk dan format dari Kutipan Risalah Lelang
tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang lelang. Penyimpangan terhadap bentuk dan format
Kutipan ini tidak diperkenankan walaupun di dalam Perdirjen KN No.
5/2017 tidak diatur secara eksplisit. Dengan demikian, seluruh Pejabat
Lelang yang melaksanakan lelang dengan jenis apapun di seluruh
wilayah Indonesia wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh
DJKN tersebut.
Selain format yang ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 25 dan 26
Perdirjen KN No. 5/KN/2017 tersebut, terdapat format yang harus
dimuat dalam Pasal 22 ayat (1) Perdirjen KN No. 5/KN/2017. Adapun
muatan Kutipan Risalah Lelang tersebut apabila diperbandingkan
dengan muatan Kutipan Berita Acara yang diatur dalam Pasal 42 alinea
ketiga Vendu Reglement terdapat beberapa perbedaan, yaitu sebagai
berikut:

Tabel 1.

(Perbandingan antara Bagian-bagian Kutipan Berita Acara menurut Vendu
Reglement dan Kutipan Risalah Lelang menurut Perdirjen KN No. 5/2017)

Bagian-bagian Kutipan Berita Acara
Menurut Vendu Reglement

Bagian-bagian Kutipan Risalah
Lelang Menurut Perdirjen KN No.

5/2017

Bagian pokok memuat ketentuan sebagai | Halaman Pertama memuat:
berikut: a. bagian kop;
a. tanggal dengan huruf; b. judul;
b. nama kecil, nama dan tempat c. nomor;

kedudukan Juru Lelang, serta hama d. hari dan tanggal pelaksanaan

kecil, nama dan tempat kediaman lelang;

kuasanya (jika penjualan dilakukan e. waktu pelaksanaan lelang;

di hadapan seorang kuasa); f. tempat pelaksanaan lelang;
c. nama Kkecil, nama, pekerjaan dan g. nama pejabat lelang;

h

tempat kediaman orang yang
meminta penjual dilakukan
(Penjual), jika  Penjual tidak
bertindak atas namanya sendiri,
tercantum juga uraian tentang

. NIP Pejabat Lelang dalam
hal Pejabat Lelang Kelas I;

i. nomor dan tanggal Surat
Keputusan Pengangkatan
Pejabat Lelang;
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kedudukan di mana Penjual meminta
diadakan penjualan. Berdasarkan
Pasal 20 Vendu Reglement, Juru
Lelang harus yakin bahwa Penjual
berhak untuk menjual barangnya;

d. tempat penjualan;

e. keterangan umum terkait sifat
barang yang dijual. Apabila sifat
barang adalah barang tetap maka
harus menjelaskan letak dan batas-
batas barang tersebut yang harus
dicantumkan juga bukti hak milik,
disebutkan keberadaan bangunan di
atasnya dan jaminan yang melekat
pada barang tersebut; dan

f.  syarat-syarat penjualan.

Bagian batang tubuh dari Berita Acara

mencakup:
a. uraian tentang barang  yang
dilelangkan;

b. nama dan pekerjaan tiap-tiap
Pembeli serta tempat kediamannya,
apabila Pembeli tidak bertempat
tinggal di daerah tempat penjualan;

c. harga yang tercapai dengan angka;
dan

d. dalam hal penjualan yang dilakukan
menurut ketentuan alinea kelima
Pasal 9 Vendu Reglement, tawaran
atau persetujuan harga yang tetap
mengikat juga ditulis dengan angka
dan mencantumkan nama dan
pekerjaan Penawar atau orang yang
menyetujui harga yang
bersangkutan, serta tempat
kediamannya apabila Penawar tidak
bertempat tinggal di daerah tempat
penjualan.

Dan pada bagian Penutup terdiri dari:

a) jumlah barang yang laku untuk
dilelang, dengan huruf dan angka;
dan

b) jumlah yang dikabulkan dan jumlah
yang ditahan untuk itu, semuanya
dengan huruf dan angka.

j. nomor dan tanggal Surat
Tugas Pejabat Lelang dalam
hal Pejabat Lelang Kelas I;

k. nama pemohon lelang;

I. nomor dan/atau tanggal surat
permohonan lelang;

m. nomor dan/atau tanggal surat
penetapan lelang;

n. jenis lelang;

0. nama pejabat Penjual;

p. nomor dan/atau tanggal surat
tugas atau  penunjukan
pejabat  Penjual, kecuali
untuk pelaksanaan lelang
yang dihadiri langsung oleh
Pemilik Barang atau pejabat
yang berwenang;

g. uraian objek lelang yang

terjual;

r. nama dan pekerjaan Pembeli
lelang;

s. nomor identitas Pembeli
lelang;

t. alamat Pembeli lelang;

u. harga lelang yang terbentuk;

v. kata-kata “Diberikan Kutipan
kepada Pembeli sebagai Akta
Jual beli”’; dan

w. tanda tangan Kepala KPKNL
atau Pejabat Lelang Kelas Il
di atas meterai dan diberi
cap/stempel basah.

Halaman Kedua memuat:

Syarat dan Ketentuan Lelang
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Lampiran VI dan VII Perdirjen KN
No. 5/2017. Adapun Lampiran VI
mengatur Syarat dan Ketentuan
Lelang untuk Barang Tidak Bergerak
sedangkan Lampiran VII mengatur
Syarat dan Ketentuan untuk Barang
Bergerak.

Lampiran
Bagian ini dibuat oleh Pejabat
Lelang dalam hal objek lelang yang
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dijual 1 (satu) paket berjumlah
banyak sehingga tidak cukup untuk
diketik dalam 1 (satu) halaman kertas
sekuriti. Apabila terjadi kondisi
demikian, dokumen Kutipan hanya
cukup mencantumkan uraian singkat
barang dengan rincian barang yang
dijabarkan pada bagian lampiran.
Pada halaman lampiran ini wajib
ditandatangani oleh Kepala KPKNL
dan Pejabat Lelang Kelas Il serta
diberikan stempel basah tanpa
memuat Syarat dan Ketentuan
Lelang.

(Sumber: diolah dari Vendu Reglement dan Perdirjen KN No. 5/2017)

Mengacu pada tabel perbandingan tersebut di atas, cara pengutipan yang diatur
dalam Pasal 42 alinea ketiga Vendu Reglement mengatur bahwa bagian-bagian
yang harus dikutip adalah bagian pokok dan penutup, termasuk pula batang tubuh
yang hanya berkaitan dengan pembelian yang bersangkutan saja. Sedangkan
apabila diperbandingkan dengan muatan dari Kutipan Risalah Lelang menurut
Perdirjen KN No. 5/KN/2017, terdapat beberapa bagian dari Kutipan Berita
Acara menurut Vendu Reglement yang tidak tercakup. Bagian yang tidak tercakup
dalam Kutipan Risalah Lelang tersebut adalah sebagai berikut:
1. tidak tercantumnya data mengenai pekerjaan dan tempat kediaman dari pihak
Penjual melainkan hanya memuat nama dari pemohon lelang saja;
2. tidak tercantumnya data mengenai tempat kediaman dari pihak Pembeli
melainkan hanya memuat nama dan pekerjaan saja; dan
3. tidak memuat jumlah barang yang laku dilelang, jumlah yang dikabulkan dan
jumlah yang ditahan terkait dengan barang yang dilelang.
Di samping membandingkan dengan aturan mengutip dalam Vendu Reglement,
perbandingan juga dilakukan terhadap ketentuan Kutipan Risalah Lelang yang
diatur dalam PMK No. 27/2016. Dalam aturan mengenai dokumen Kutipan yang
diatur dalam PMK No. 27/2016 tidak terdapat aturan mengenai format dari
dokumen Kutipan itu sendiri namun pada setiap Pasal 86-88 PMK No. 27/2016
terdapat bagian-bagian minimum yang harus dipenuhi oleh Pejabat Lelang dalam
pembuatan Risalah Lelang. Apabila diperbandingkan antara bagian-bagian
minimum dalam Risalah Lelang menurut ketentuan PMK No. 27/2016 dan
ketentuan format dokumen Kutipan Risalah Lelang menurut ketentuan Perdirjen
KN No. 5/KN/2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
(Perbandingan antara Bagian-bagian Minimum dalam Risalah Lelang menurut
PMK No. 27/2016 dan Kutipan Risalah Lelang menurut Perdirjen KN No. 5/2017)
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Bagian-bagian Minimum dalam
Risalah Lelang Menurut PMK No.

Bagian-bagian Kutipan Risalah
Lelang Menurut Perdirjen KN No.

27/2016 5/2017
Kepala Risalah Lelang Halaman Pertama memuat:
Menurut Pasal 86 PMK No. 27/2016, a. bagian kop;
bagian Kepala Risalah Lelang harus b. judul;
memenuhi bagian-bagian sebagai berikut: c. nomor;

a) hari, tanggal dan jam lelang yang d. hari dan tanggal pelaksanaan
harus ditulis dengan huruf dan lelang;
angka; e. waktu pelaksanaan lelang;

b) nama lengkap dan  tempat f. tempat pelaksanaan lelang;
kedudukan dari Pejabat Lelang; g. nama pejabat lelang;

c) nomor dan tanggal surat keputusan h. NIP Pejabat Lelang dalam
pengangkatan Pejabat Lelang; hal Pejabat Lelang Kelas I;

d) nomor dan tanggal surat tugas, i. nomor dan tanggal Surat
khusus untuk Pejabat Lelang Kelas Keputusan Pengangkatan
I; Pejabat Lelang;

e) nama lengkap, pekerjaan dan j. nomor dan tanggal Surat
tempat kedudukan atau domisili Tugas Pejabat Lelang dalam
Penjual; hal Pejabat Lelang Kelas I;

f) nomor dan/atau tanggal surat k. nama pemohon lelang;

permohonan lelang;

g) tempat pelaksanaan lelang;

h) sifat barang yang dilelang dan
alasan barang tersebut dilelang;

i) dalam hal objek lelang berupa
barang tidak bergerak berupa tanah
atau tanah dan bangunan harus
disebutkan:

1) status hak atau surat-surat lain
yang menjelaskan bukti
kepemilikan;

2) nomor dan tanggal SKT/SKPT
dari Kantor Pertanahan; dan

3) keterangan lain
membebani (apabila ada);

j) dalam hal objek lelang berupa

barang bergerak, harus disebutkan

jumlah, jenis dan spesifikasi barang;

k) cara pengumuman lelang yang telah

dilakukan;

I) cara dan penawaran lelang; dan

m)syarat dan ketentuan lelang.

yang

Makna dibalik pembuatan Kepala Risalah
Lelang ini diartikan bahwa bagian ini
harus disusun oleh Pejabat Lelang

I. nomor dan/atau tanggal surat
permohonan lelang;

m. nomor dan/atau tanggal surat
penetapan lelang;

n. jenis lelang;

0. nama pejabat Penjual;

p. nomor dan/atau tanggal surat
tugas atau  penunjukan
pejabat  Penjual, kecuali
untuk pelaksanaan lelang
yang dihadiri langsung oleh
Pemilik Barang atau pejabat
yang berwenang;

g. uraian objek lelang yang
terjual;

r. nama dan pekerjaan Pembeli
lelang;

s. nomor identitas Pembeli
lelang;

t. alamat Pembeli lelang;

u. harga lelang yang terbentuk;

v. kata-kata “Diberikan Kutipan
kepada Pembeli sebagai Akta
Jual beli”’; dan

w. tanda tangan Kepala KPKNL
atau Pejabat Lelang Kelas 11
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sebelum  pelaksanaan  lelang  dan
dibacakan pada saat pelaksanaan lelang
sebelum penawaran dimulai dengan
penggunaan ketikan dan/atau tulisan
tangan.

Badan Risalah Lelang

Menurut Pasal 87 PMK No. 27/2016,

bagian Badan Risalah Lelang harus

memuat bagian-bagian berikut:

a) banyaknya penawaran lelang yang
masuk dan sah;

b) nama/merek/jenis/tipe dan jumlah
barang yang dilelang;

€) nama, pekerjaan dan alamat Pembeli
atas nama diri sendiri atau sebagai
kuasa atas nama badan hukum/badan
usaha/orang lain;

d) bank kreditor sebagai Pembeli untuk
orang atau badan hukum atau badan
usaha yang akan ditunjuk namanya,
dalam hal bank kreditor sebagai
Pembeli Lelang;

e) harga lelang yang ditulis dengan
angka dan huruf; dan

f) daftar barang yang laku terjual
maupun yang ditahan disertai
dengan harga, nama dan alamat
Peserta Lelang yang menawar
tertinggi.

Bagian Badan Risalah Lelang harus

dibuat oleh Pejabat Lelang pada saat

pelaksanaan lelang dimulai dengan
penggunaan ketikan dan/atau tulisan
tangan.

Kaki Risalah Lelang

Bagian ini merupakan akhir dari Risalah

Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang

pada saat penutupan pelaksanaan lelang

dengan menggunakan ketikan dan/atau
tulisan tangan menurut ketentuan Pasal

88 PMK No. 27/2016 serta memuat

bagian-bagian sebagai berikut:

a) banyaknya barang yang ditawarkan
atau dilelang dengan menggunakan
angka dan huruf;

b) banyaknya barang yang laku atau

di atas meterai dan diberi
cap/stempel basah.

Halaman Kedua memuat:

Syarat dan Ketentuan Lelang
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Lampiran VI dan VII Perdirjen KN
No. 5/2017. Adapun Lampiran VI
mengatur Syarat dan Ketentuan
Lelang untuk Barang Tidak Bergerak
sedangkan Lampiran VII mengatur
Syarat dan Ketentuan untuk Barang
Bergerak.

Lampiran

Bagian ini dibuat oleh Pejabat
Lelang dalam hal objek lelang yang
dijual 1 (satu) paket berjumlah
banyak sehingga tidak cukup untuk
diketik dalam 1 (satu) halaman kertas
sekuriti. Apabila terjadi kondisi
demikian, dokumen Kutipan hanya
cukup mencantumkan uraian singkat
barang dengan rincian barang yang
dijabarkan pada bagian lampiran.
Pada halaman lampiran ini wajib
ditandatangani oleh Kepala KPKNL
dan Pejabat Lelang Kelas Il serta

diberikan stempel basah tanpa
memuat Syarat dan Ketentuan
Lelang.
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terjual dengan angka dan huruf;

c) jumlah harga barang yang telah
terjual dengan angka dan huruf;

d) jumlah harga barang yang ditahan
dengan angka dan huruf;

e) banyaknya dokumen atau surat-surat
yang dilampirkan pada Risalah
Lelang dengan angka dan huruf;

f) jumlah perubahan yang dilakukan
(catatan, tambahan, coretan dengan
penggantinya) maupun tidak adanya
perubahan ditulis dengan angka dan
huruf;

g) tanda tangan Pejabat Lelang dan
Penjual atau kuasa Penjual, dalam
hal lelang barang bergerak atau
tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual
atau kuasa Penjual dan Pembeli atau
kuasa Pembeli, dalam hal lelang
barang tidak bergerak; dan

h) tanda tangan saksi-saksi untuk lelang
dengan penawaran tanpa kehadiran
Peserta Lelang melalui  surat
elektronik (e-mail), tromol pos atau
internet (closed bidding).

Lampiran Risalah Lelang

Pada Risalah Lelang yang dibuat, harus

dilampirkan  dokumen-dokumen yang

menjadi pendukung dari pelaksanaan
lelang menurut ketentuan Pasal 10 ayat

(5) Perdirjen KN No. 5/2017 yang terdiri

dari:

a) Lampiran sebelum Risalah Lelang
ditutup, di mana dokumen-dokumen
harus dijahit dan dijilid menjadi satu
dengan  Risalah  Lelang dan
setidaknya terdiri dari:

1) Surat permohonan lelang;

2) Surat tugas bagi Pejabat Lelang
Kelas | dalam hal lelang
dilaksanakan oleh KPKNL;

3) Dokumen persyaratan lelang
yang bersifat umum;

4) Dokumen persyaratan lelang
yang bersifat khusus;

5) Surat penetapan jadwal lelang
oleh KPKNL atau Pejabat
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b)

Lelang Kelas II;
6) Daftar hadir Peserta Lelang
(khusus untuk lelang

konvensional);

7) Fotokopi identitas Pembeli
lelang; dan

8) Catatan proses penawaran lelang
yang dibuat dan ditandatangani
Pejabat Lelang yang telah
dibubuhi tanda “mengetahui dan
menyetujui” yang
ditandatangani Penjual.

Lampiran sesudah Risalah Lelang

ditutup, di mana dokumen-dokumen

yang bersangkutan dilekatkan pada

Risalah Lelang dan setidaknya

terdiri dari:

1) bukti setor hasil lelang ke kas
negara atau Penjual;

2) bukti penyetoran Bea Lelang
sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

bukti penyetoran pajak sesuai

ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

(Sumber: diolah dari PMK No. 27/2016 dan Perdirjen KN No. 5/2017)

Dari hasil perbandingan tersebut diatas, terdapat bagian-bagian minimum dari
Risalah Lelang yang tidak dicantumkan dalam Kutipan Risalah Lelang yaitu:

a.
b.
C.

d.

—h o

— =~ Sa

J-

cara pengumuman lelang yang telah dilakukan;

cara dan penawaran lelang;

banyaknya dokumen atau surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang;
dan

jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan
penggantinya) maupun tidak adanya perubahan dalam Risalah Lelang.
banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;

daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan harga,
nama dan alamat Peserta Lelang yang menawar tertinggi;

banyaknya barang yang ditawarkan atau dilelang;

banyaknya barang yang laku atau terjual;

jumlah harga barang yang telah terjual; dan

jumlah harga barang yang ditahan.

Dari segi sahnya suatu perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata
berdasarkan syarat subjektif, dokumen Kutipan merupakan cerminan dari adanya
kata kesepakatan di antara Penjual/Pemilik Barang dengan Pembeli yang
dibentuk berdasarkan bantuan dari Pejabat Lelang. Menurut Pasal 64 dan 67
PMK No. 27/2019, Peserta Lelang pada awal mulanya mengajukan penawaran
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paling sedikit sama dengan Nilai Limit yang kemudian nilai tersebut disahkan
Pejabat Lelang menjadi Harga Lelang sebagai harga yang harus dibayarkan oleh
Pembeli. Penerbitan dokumen Kutipan dianggap sebagai kesepakatan atas harga
dan objek lelang. Di samping itu, kata ‘“sepakat” yang terbentuk dan
diterjemahkan ke dalam bentuk Kutipan Risalah Lelang telah memenuhi bagian
essentialia dalam perjanjian jual beli. Sebagaimana diketahui bahwa bagian
pokok dalam sebuah transaksi jual beli adalah adanya kesepakatan terhadap harga
dan barang. Penerbitan dokumen Kutipan menunjukkan Pembeli menyepakati
transaksi jual beli yang dilakukan melalui mekanisme dan aturan pelelangan.
Namun di sisi lain, dokumen Kutipan belum memenuhi syarat kecakapan untuk
membuat suatu perikatan. Hal tersebut terbukti dari tidak tercantumnya informasi
tanggal lahir atau umur dari pihak Pembeli. Dalam PMK No. 27/2019 itu sendiri
tidak mengatur masalah Peserta Lelang/Pembeli yang belum dewasa atau yang
ditaruh di bawah pengampuan. Akibat yang ditimbulkan dari adanya Pembeli
yang tidak cakap akan mengakibatkan lelang dapat dibatalkan. Kondisi tersebut
dapat digunakan sebagai kesempatan bagi Pembeli atau Peserta Lelang lainnya
untuk membatalkan lelang yang telah dilaksanakan dengan menempuh upaya
hukum seperti pengajuan gugatan perdata di pengadilan.

Dari segi syarat objektif, dokumen Kutipan telah memenuhi syarat suatu hal

tertentu, di mana Kutipan Risalah Lelang telah memuat rincian terhadap barang

yang dilelang secara lengkap. Kelengkapan informasi terhadap rincian objek
lelang mencakup pada bentuk fisik, yang dapat dicontohkan sebagai berikut:

1. Untuk barang bergerak dalam bentuk kendaraan bermotor mencantumkan
tipe barang, merek, nomor polisi, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor
mesin, warna, jenis bahan bakar, isi silinder serta nama kepemilikan; dan

2. Untuk barang tetap dalam bentuk bidang tanah mencantumkan jumlah
bidang, luas, lokasi serta bukti kepemilikan.

Sedangkan dokumen Kutipan telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal atau
diperbolehkan. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya kesempatan yang
diberikan oleh Peserta Lelang untuk melakukan penelitian terhadap objek lelang
sebelum pelaksanaan lelang dilakukan atau yang disebut sebagai aanwijzing bagi
objek lelang dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) atau
melalui pengumuman yang dibuat oleh Penjual. Dengan demikian, Pembeli dapat
melakukan penilaian terhadap objek lelang tersebut terkait dengan pemenuhan
sebab yang halal berdasarkan faktor tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan undang-undang, tidak dikatakan terlarang, tidak dikatakan palsu,
serta tanpa adanya sebab tertentu.

Berdasarkan seluruh perbandingan tersebut di atas, seharusnya format Kutipan

Risalah Lelang yang diterbitkan berdasarkan Perdirjen KN No. 5/KN/2017 harus

memenuhi ketentuan Vendu Reglement dan PMK No. 27/2016 dikarenakan pada

setiap Syarat dan Ketentuan Kutipan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Pejabat

Lelang sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Perdirjen KN No. 5/KN/2017

tercantum ketentuan:

“Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-undang Lelang (Vendu
Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblad 1908:189 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad 1941:3) jis. Peraturan
Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
terkait Lelang”
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sehingga aturan Kutipan Risalah Lelang menurut Perdirjen KN No. 5/KN/2017
tidak sinkron dengan aturan Kutipan Berita Acara menurut Vendu Reglement dan
aturan Kutipan Risalah Lelang menurut PMK No. 27/2016, di mana hirarki ketiga
aturan di bidang lelang tersebut adalah bersifat vertikal.

2.1.3. Analisis terhadap Konten yang terkait dengan Syarat dan Ketentuan pada
Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara
Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang
Syarat dan Ketentuan yang tercantum dalam halaman kedua di setiap dokumen
Kutipan Risalah Lelang pada dasarnya telah mencantumkan klausula bahwa
penjualan lelang yang dilakukan di hadapan Pejabat Lelang atas barang bergerak
maupun tidak bergerak telah dilakukan menurut Vendu Reglement, Peraturan
Menteri Keuangan RI dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait
lelang. Namun pada halaman pertama dokumen Kutipan Risalah Lelang
tercantum kata-kata: “Diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai Akta Jual beli”
yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 94 ayat (2) huruf a PMK No.
27/2016 dan Pasal 5 ayat (3) Perdirjen KN No. 5/2017. Pada dasarnya,
pencantuman kata-kata tersebut dalam dokumen Kutipan tidak menimbulkan
pertentangan di mana ketentuan jual beli yang diatur Bab Kelima Pasal 1457 —
1540 KUHPerdata dapat dikesampingkan karena sifat alamiah dari buku ketiga
KUHPerdata itu sendiri adalah terbuka di mana aturan-aturan didalamnya
menjadi pedoman bagi siapapun yang ingin mengadakan hubungan perikatan.
Dari hasil analisis terhadap bentuk, format dan konten Kutipan Risalah Lelang
menurut Perdirjen KN No. 5/KN/2017 terdapat sebuah fakta bahwa format
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Perdirjen KN No. 5/KN/2017 tidak
harmonis dengan aturan mengutip yang ditentukan dalam Vendu Reglement dan
ketentuan minimum Risalah Lelang menurut PMK No. 27/2016. Adapun akibat-
akibat dari adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang
lelang ini dapat mengakibatkan permasalahan yaitu sebagai berikut:®
a. terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;

b. timbulnya ketidakpastian hukum;

c. peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;

d. disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman
berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa
dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

2.2. Analisis Pengaruh Penilaian Taraf Sinkronisasi di antara Aturan Kutipan Berita
Acara menurut Vendu Reglement, Kutipan Risalah Lelang menurut PMK No.
27/2016 dan Perdirjen KN No. 5/KN/2017 terhadap Penggunaan Kutipan Risalah
Lelang oleh Pihak Pembeli

9 A.A. Oka Mahendra, “Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan: Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan,” http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-
perundang-undangan.html, diakses 27 Desember 2019.



http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html
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Pelaksanaan lelang yang diatur berbagai peraturan perundang-undangan di bidang
lelang tidak terlepas dari peranan pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan,
mengawasi serta merumuskan suatu kebijakan dalam lelang. Tujuan utama dari peranan
pihak-pihak ini adalah menciptakan suatu pelaksanaan lelang yang lebih optimal,
transparan, akuntabel, adil serta menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang
berkepentingan sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lelang semakin
meningkat. Adapun lembaga-lembaga yang berperan secara langsung dalam
pelaksanaan lelang itu sendiri terdiri dari:

1. Pejabat Lelang Kelas | dan Kelas Il sebagai pelaksana Lelang yang memiliki

kewenangan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Kantor Wilayah DJKN sebagai koordinator, pembimbing teknis, pengendali,

evaluator dan pelaksana tugas di bidang Lelang; dan

3. DJKN sebagai lembaga yang merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standarisasi teknis di bidang Lelang.

Dokumen Kutipan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang sebagai
pelaksana lelang adalah sangat esensial karena dokumen tersebut harus dibuat oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdata. Kata “berwenang”
dapat diartikan sebagai fungsi dan tugas-tugasnya telah diatur secara khusus dalam
peraturan perundang-undangan, seperti fungsi, tugas dan kewenangan Pejabat Lelang
Kelas | diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.06/2019 (“PMK
No. 94/2019”) dan Pejabat Lelang Kelas II diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 189/PMK.06/2017 (“PMK No. 189/2017”).

Dalam Pasal 8 huruf e dan f PMK No. 94/2019, beberapa tugas dari Pejabat
Lelang Kelas | adalah melakukan kegiatan penyusunan/pembuatan minuta dan turunan
dari Risalah Lelang (diantaranya adalah Kutipan Risalah Lelang) serta melakukan
kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan lelang. Kegiatan penatausahaan ini berkaitan
langsung dengan pemberian Kutipan Risalah Lelang adalah mempertanggungjawabkan
penggunaan Kkertas sekuriti (security paper) yang telah diterbitkan kepada pihak
Pembeli. Sejalan dengan PMK No. 94/2019, Pejabat Lelang Kelas Il juga memiliki
kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i dan k PMK No.
189/2017 yaitu membuat Kutipan Risalah Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta menyelenggarakan pembukuan, administrasi
perkantoran dan membuat laporan pelaksanaan lelang.

Tugas dan kewajiban sebagaimana diatur memiliki tujuan agar penggunaan
blanko Kutipan Risalah Lelang tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab sehingga hal tersebut sejalan dengan salah satu asas Hukum Lelang
yaitu asas akuntabilitas (accountability). Asas ini menekankan bahwa setiap Pejabat
Lelang yang telah selesai melaksanakan lelang, harus mempertanggungjawabkan setiap
kegiatan pelaksanaan lelang tersebut dengan melaporkannya kepada Kantor Wilayah
DJKN. Pengawasan oleh Kantor Wilayah kepada Pejabat Lelang Kelas | maupun Kelas
Il mutlak diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap aturan-aturan yang
telah ditetapkan DJKN itu sendiri yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Dengan adanya pengawasan serta bimbingan, pelayanan lelang yang diberikan kepada
masyarakat dapat tercipta hasil yang optimal sehingga kepercayaan masyarakat untuk
mengikuti lelang dapat terjamin dengan baik.

Di samping peran Pejabat Lelang yang sangat krusial tersebut di atas, terobosan
baru yang ditetapkan oleh DJKN dengan diterbitkannya Kutipan Risalah Lelang yang
bentuk, format dan isi/materinya sesuai dengan aturan Perdirjen KN No. 5/2017
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tersebut telah sejalan dengan asas Hukum Lelang yaitu asas kepastian hukum
(certainty) dikarenakan dokumen Kutipan Risalah Lelang itu sendiri dipersamakan
dengan akta autentik yang membuktikan adanya transaksi jual beli dengan mekanisme
lelang di hadapan Pejabat Lelang yang berwenang untuk melaksanakan lelang tersebut.
Fungsi dari Kutipan Risalah Lelang ini sangat penting bagi pihak Pembeli di mana
dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mempertahankan dan
melaksanakan hak dan kewajibannya setelah Pembeli ditunjuk sebagai Pemenang
Lelang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh DJKN ini membuat suatu pelelangan menjadi
lebih praktis, efisiensi dan menjamin perlindungan hukum bagi pihak Pembeli,
terutama terkait dengan pemindahan hak (balik nama) terhadap barang yang dilelang.

2.2.1. Penggunaan Kutipan Risalah Lelang berdasarkan Perdirjen KN No.

5/KN/2017
Sebagai akta autentik, dokumen Kutipan memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna di mana pihak Penjual memindahkan hak kepemilikan atas barang
yang dilelang kepada pihak Pembeli sehingga Pembeli memperoleh hak tersebut
dari pihak Penjual melalui cara balik nama. Untuk melakukan tindakan balik
nama tersebut oleh Pihak Pembeli, maka diperlukan suatu akta autentik yang
dapat membuktikan adanya perpindahan hak tersebut. Dengan demikian,

Kutipan Risalah Lelang menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan hak

kepada Pembeli untuk melakukan balik nama barang yang dilelang pada instansi

yang berwenang.

Dalam hal lelang barang tidak bergerak seperti tanah, seorang Pembeli dapat

memperoleh hak atas sebidang tanah akibat mengikuti pelaksanaan lelang.

Dengan penggunaan Kutipan Risalah Lelang tersebut yang ditunjukkan kepada

pihak Kantor Pertanahan, maka pihak Pembeli dapat melakukan pemindahan

hak atau balik nama yang semula tanah tersebut tercantum dalam buku tanah
atas nama pihak Penjual. Namun pada kenyataan yang ditemukan oleh Penulis,
peralihan hak akibat pelaksanaan lelang masih mempersyaratkan Risalah Lelang
sebagaimana dilansir pada laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional. Adapun dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dan

wajib diserahkan oleh Pembeli adalah sebagai berikut:*°

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau
kuasanya diatas materai cukup;

2. Surat kuasa apabila dikuasakan;

3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta
kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket;

4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
Sertifikat Asli;

Risalah Lelang;
7. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang;

oo

10 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-
Prosedur/moduleld/122856/itemName/Lelang/controller/Item/action/Detail, diakses 21 Oktober 2019.



https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/itemName/Lelang/controller/Item/action/Detail
https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/itemName/Lelang/controller/Item/action/Detail
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8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan
aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar
uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak); dan

9. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap
(Inkracht).

Pencantuman persyaratan Risalah Lelang yang dijadikan sebagai salah satu

dokumen untuk mendaftarkan peralihan hak tersebut perlu menjadi perhatian

diantara pihak DJKN selaku lembaga yang bertanggung jawab untuk
merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang
lelang dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional selaku lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang®!, sebab Perdirjen KN No. 5/2017

telah menetapkan suatu aturan bahwa dokumen Kutipan yang akan diterbitkan

kepada Pembeli sebagai bukti adanya pemindahan hak (balik nama) yang mana
kondisi tersebut berdampak pada perbedaan prosedur pelayanan yang
dikeluarkan oleh masing-masing lembaga.

Sedangkan dalam hal barang bergerak, seperti kendaraan bermotor, seorang

Pembeli dapat memperoleh hak atas kendaraan bermotor tersebut setelah

dinyatakan sebagai Pemenang dalam pelaksanaan lelang yang disahkan oleh

Pejabat Lelang. Dengan penggunaan Kutipan Risalah Lelang tersebut yang

ditunjukkan kepada pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang terdapat di

seluruh provinsi di Indonesia, khususnya pada Kantor Unit PKB dan BBN-KB

(Samsat), maka pihak Pembeli dapat melakukan pemindahan hak atau balik

nama yang semula kendaraan bermotor tersebut tercantum dalam Bukti

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pihak Penjual.

2.2.2. Analisis Keabsahan dari Kutipan Risalah Lelang menurut Perdirjen KN

No. 5/KN/2017

Berdasarkan pada hasil analisis sebagaimana dikemukakan dalam poin 4.1

ditemukan bahwa bagian-bagian dalam dokumen Kutipan yang diatur dalam

Pasal 22 Perdirjen KN No. 5/KN/2017 tidak mengutip sesuai dengan pedoman

yang ditentukan dalam ketentuan Kutipan Berita Acara menurut Vendu

Reglement maupun ketentuan minimum Risalah Lelang menurut PMK No.

27/2016.

Sebagai akta autentik, dokumen Kutipan memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna di mana pihak Penjual memindahkan hak kepemilikan atas barang

yang dilelang kepada pihak Pembeli sehingga Pembeli memperoleh hak tersebut
dari pihak Penjual melalui cara balik nama. Untuk melakukan tindakan balik
nama tersebut oleh Pihak Pembeli, maka diperlukan suatu akta autentik yang
dapat membuktikan adanya perpindahan hak tersebut. Dengan demikian,

Kutipan Risalah Lelang menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan hak

kepada Pembeli untuk melakukan balik nama barang yang dilelang pada instansi

yang berwenang.

Menurut aturan Pasal 1868 dalam KUHPerdata yang mengatur masalah akta

autentik, suatu akta autentik harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang diatur dalam

Pasal 1868 KUHPerdata tersebut dikarenakan sifatnya adalah bersifat kumulatif

11 Fungsi utama tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
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atau harus meliputi semua unsur-unsur yang diatur didalamnya. Oleh sebab itu,

dokumen Kutipan yang diterbitkan berdasarkan Perdirjen KN No. 5/KN/2017

harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yaitu sebagali

berikut:

1. Kutipan Risalah Lelang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-undang
Bentuk yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata bukanlah bentuk
yang nampak secara konkrit, melainkan format dan konten dari dokumen
Kutipan Risalah Lelang tersebut yang harus sesuai dengan ketentuan
Undang-undang, yang dalam konteks ini Vendu Reglement sebagai Undang-
undang Lelang yang diberlakukan di pasca kemerdekaan Republik
Indonesia hingga saat ini. Format dan konten yang harus diikuti oleh
Perdirjen KN No. 5/KN/2017 wajib mengikuti ketentuan Kutipan Berita
Acara yang diatur dalam Vendu Reglement.

2. Kutipan Risalah Lelang harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu
Pejabat umum pembuat akta adalah pejabat yang diberikan wewenang
berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan
secara tegas. Suatu akta adalah autentik, bukan dikarenakan penetapan
undang-undang semata saja, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan
seorang pejabat umum. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di
bidang lelang, pejabat umum yang ditunjuk adalah Pejabat Lelang Kelas I
maupun Kelas 11 sebagaimana diatur dalam Pasal 1a Vendu Reglement yang
menyatakan bahwa: “...penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan
selain di hadapan juru lelang...”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 PMK
No. 27/2016 juga mengatur hal yang sama dengan Vendu Reglement
tersebut dan ditegaskan dengan melakukan pemberian wewenang khusus
kepada Pejabat Lelang untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
Melihat kedua pengertian tersebut, dapat dianalisis bahwa Pejabat Lelang
adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan
lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian, keabsahan akta autentik menurut KUHPerdata
tersebut telah terpenuhi dikarenakan pejabat umum yang berwenang untuk
menerbitkan Kutipan Risalah Lelang adalah hanya Pejabat Lelang.

3. Pejabat Umum yang membuat Kutipan Risalah Lelang harus mempunyai
kewenangan untuk membuat dokumen Kutipan tersebut
Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Lelang untuk menerbitkan suatu
dokumen Kutipan sejalan dengan aturan Pasal 24 alinea pertama Vendu
Reglement jo. Pasal 94 ayat (3) PMK No. 27/2016 yang mewajibkan agar
setiap Kutipan Risalah Lelang yang diterbitkan diberikan teraan cap atau
stempel basah dan diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau
Pejabat Lelang Kelas Il yang bersangkutan. Hal tersebut menguatkan
bahwa Pejabat Lelang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen
tersebut sehingga salah satu syarat keabsahan akta autentik telah terpenuhi.

2.2.3. Analisis Akibat Hukum dari Keabsahan Kutipan Risalah Lelang menurut
Perdirjen KN No. 5/KN/207
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Dalam hal suatu akta autentik tidak mengikuti syarat-syarat kumulatif yang
ditetapkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, maka akan menimbulkan suatu
akibat serta konsekuensi terhadap autentisitas akta yang dibuat oleh pejabat
umum tersebut. Pasal 1869 KUHPerdata menyatakan bahwa:
“Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai
dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPerdata), atau karena suatu cacat
bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian
mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani
oleh para pihak.”

Akibat yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya syarat kumulatif dalam Pasal
1868 KUHPerdata dalam Kutipan Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat
Lelang berdasarkan Perdirjen KN No. 5/KN/2017 adalah dokumen Kutipan
tersebut hanya dapat diperlakukan sebagai tulisan dibawah tangan yang
memiliki kekuatan pembuktian berbeda dengan akta autentik. Konsekuensi yang
dapat ditimbulkan lebih lanjut adalah penggunaan dokumen Kutipan yang
dikeluarkan oleh pihak Pembeli untuk melakukan proses pemindahan hak (balik
nama) atas Objek Lelang pada instansi-instansi yang terkait, seperti Kantor
Pertanahan atas Objek Lelang berupa tanah atau Kantor Samsat atas Objek
Lelang berupa kendaraan bermotor. Dapat dikatakan bahwa instansi-instansi
tersebut menerima dan memakai dokumen Kutipan sebagai bukti pemindahan
hak (balik nama) yang bersifat tidak autentik (tulisan dibawah tangan).

3. Penutup
Setelah Penulis melakukan analisis terhadap bentuk, format dan konten (syarat dan
ketentuan) dari Kutipan Risalah Lelang menurut Perdirjen KN No. 5/KN/2017 pada bab
sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1.

Taraf sinkronisasi antara aturan Kutipan Risalah Lelang menurut Peraturan
Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan
Vendu Reglement dan PMK No. 27/2016 adalah tidak sinkron/harmonis
dikarenakan terdapat beberapa konten dari Kutipan Risalah Lelang tersebut
yang tidak mengikuti aturan Kutipan Berita Acara menurut Vendu Reglement
dan Kutipan Risalah Lelang menurut PMK No. 27/2016. Namun dikarenakan
Kutipan Risalah Lelang pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang hanya
mengutip beberapa bagian dari Risalah Lelang itu sendiri, maka tetap dapat
diperlakukan sebagai akta autentik; dan

Pengaruh penilaian taraf sinkronisasi di antara aturan Kutipan Berita Acara
menurut Vendu Reglement, Kutipan Risalah Lelang menurut PMK No. PMK
No. 27/2016 dan Perdirjen KN No. 5/KN/2017 terhadap penggunaan Kutipan
Risalah Lelang oleh pihak Pembeli adalah tetap dapat dipakai oleh pihak
Pembeli untuk aktivitas pemindahan hak (balik nama) pada instansi-instansi
yang terkait meskipun dokumen Kutipan tersebut tidak memenuhi syarat
kumulatif ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, Penulis menyarankan
agar pihak DJKN melakukan penyempurnaan terhadap format dari Kutipan Risalah
Lelang yang diatur dalam Pasal 22 Perdirjen KN No. 5/2017. Penyempurnaan yang
dilakukan adalah penyesuaian terhadap format Kutipan Risalah Lelang agar memenuhi
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bagian-bagian yang telah ditentukan dalam ketentuan Kutipan Berita Acara menurut
Vendu Reglement dan Kutipan Risalah Lelang menurut PMK No. 27/2016 sehingga
tercipta adanya sinkronisasi atau harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di
bidang lelang secara vertikal, yakni Vendu Reglement dan PMK No. 27/2016 dengan
peraturan yang diterbitkan olen DJKN terkait dengan Risalah Lelang melalui Perdirjen
KN No. 5/2017. Adapun cara-cara yang dapat ditempuh oleh pihak DJKN dalam rangka
penyempurnaan Perdirjen KN No. 5/KN/2017 adalah dengan menerbitkan suatu surat
edaran yang berisi revisi terhadap format dokumen Kutipan atau melakukan amandemen
terhadap Perdirjen KN No. 5/KN/2017.
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